PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA
NOMOR : § TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN ANGGARAN 2008
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008, maka perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku
Utara Tahun Anggaran 2008;

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan ( Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3312 ) sebagaimana telah diubah dengan
Undang - undang Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369 );

Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Nomor 3688 );

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ( Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3895 );

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang
- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048 );

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
NegaraNomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4287);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban KeuanganNegara (Lembaran
Negara Tahun Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4400);
Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
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Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 12 Tahun 2008; ‘
Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Nomor 4138); .
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudu}can
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran_
Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubahbeberapa kali
terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,
LembaranNegara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomorl50, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan LembaranNegara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
NegaraNomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 - 919 Tahun 2008 tentang
Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan
Rancangan Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 ;
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25. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang -
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun
2008 (Lembaran Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 1);

Memperhatikan : Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku
Utara Tahun Anggaran 2008;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR MALUKU UTARA TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA TAHUN
ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2008 semula
berjumlah Rp. 636.473.322.489,66 bertambah / berjumlah Rp. 50.782.294.612,57 sehingga menjadi
Rp. 687.255.617.102,23 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 621.473.322.489,66

b. Bertambah / Berkurang Rp. 42.461.619.000,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 663.934.941.489,66

2. Belanja

a. Semula Rp. 636.473.322.489,66

b. Bertambah / Berkurang Rp. 50.782.294.612,57
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 687.255.617.102,23
Surplus / Defisit Setelah Perubahan Rp. (23.320.675.612,57)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan '
1) Semula Rp. 25.108.770.000,00

2) Bertambah / Berkurang Rp. 1.111.905.612,57
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 26.220.675.612,57
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 10.108.770.000,00
2) Bertambah / Berkurang Rp. 7.208.770.000,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 2.900.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 23.320.675.612,57

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan  Rp. ,00

Pasal 2

Penjabaranperubahan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalamLampiran
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.
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Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Maluku Utara.

Ditetapkan di Ternate,
Pada Tanggal 6 Desember 2008

GUBERNUR MALUKU UTARA
TTD
H. THAIB ARMAIYN
Diundangkan di Ternate,

Pada Tanggal 6 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI MALUKU UTARA

TTD
H. MUHADJIR ALBAAR
Berita Daerah Propinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 8
Salinan Sesuai Aslinya

Kepala Biro Hukum dan HAM
Setda Propinsi Utara

H. Rusdi Syu '
Pembina Tk. I
Nip. 131 609 394
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